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SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 67 TAHUN 2O2s

pEMBENTuxAN rrM pEtm)JrHto.*, AKADEMTK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI TET.ITANG

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

GUBERNUR PAPUA TENGA}T,

a. bahwa berdasarkan ketenftran Pasal 22 ayat (1) Perat{rran
Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5 terXtang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam mempersiapkan
rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan [tau
kc-rerangzln dan/ataur naskah akademik;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayal (21

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O 15
tcntang Pcmbentukan Produk Hukum Dacrah scbagatriana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mefrteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentr,[kan
Produk Hukum Daerah, gubemur membentuk Tim Peny$sun
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang ditetailkan
dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dalam huruf b, perlu menetapkan Keputlrsan
Gubemur tentang Pembentukan Tim Penyusun Na$kah
.^J<adernik dan Rancangan Pcraturan Dacrah Provinsi tcntang
Penyusunan Produk Hukum Daeralr;

l. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoilomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2O0i tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
202 I Nonror 15-s, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Und,ang - -. / 2
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e Undang-Undang Nomor 23 Ta.hrrn )O14 tent_1ng pemerintaha.n
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentar:g Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan kmbaran Negara
Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tcntang I lubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22
Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O22 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan [rmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68O4);

5. Peraturan Pemerintah Nomor l Ofi Tahun '2O21 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pela-ksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norr'or 8O Tahun 2Ol5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2O36), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalarn llegeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 1 Taht-tn 2022
tahr6nd Dam}ratrrtzan Jan Srrcrrran Paranolzat haproh /Elarita

Daerah Provrnsr Papua Tengah Tatrun 2022 Nomor l|;
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tenga.h Nomor I Tahun

2025 tentang Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2O25 (l,embaran
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor Ii;

9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2O25
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2O25 (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2O25 Nomor 3);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KE.I'IGA

MEMI TTIISKAN.

Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan peraturan
Daerah Provinsi tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah,
<iengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalern
Lampiran Kcputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:
^ 

- ---.:----.--i---: l---1, --- -r-:ai- -ar. rrrrrrBrrrvgrrrillltair rla)ll pcrrcrrualt tllll1.u1Il/ ptiltc tralt
lainnya, kajian, literatur dan dokumen lain yang
mendukung penlrsunan Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi tentang Penyusunan Produk
Hukum Daerah;

| 
-^-;)^-+;CL^-: 

L- -L^-^; -,,L-l--^; **^-^l^l^- ..^-^Lr. .rlr/rr6ruLrrturrtssr ur-r t a6ar r)urrsral'rsr l ,r rrrdsafcurdrr Ja.rr5
didapat berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian
kemudian menentukal pokok-pokok permasalahan yang
akan dikaji dalam naskah akademik Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi tentang Penyusunan Produk Hukum
n^a,^!r.

c. analisis data sesuai dengan pokok-pokok permasalahan
kemudien dituangkan menjadi rumusan rancangan naskah
akademik;

d. pemantapan konsep dalam rangka finalisasi rancangan
nr.rcLalr qlrqAetnik rneni.adi Na-skgh Akadernik Rancerrsatt
Peraturan Daerah Provinsi tentang Penyusunan Produk
Hukum Daerah;

e. memberikan arahan kebijakan pen5rusunan Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi tentang Penyusunan Produk
Huiorm Daerah;

f. melakukan peneiaahan dan pencerrnat€ul terhadap
Rancangan Peraturan Provinsi tentang Penl'usunan Produk
Hukum Daerah;

g. melaporkaa hasil pelaksa:raan kcgiatan kepada Cruba-nur
melalui Sekretaris Daerah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2O25.
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada ranggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabke
pada tanggal 26 Maret 2025
GUBERNUI{ PAPUA TENGAH,

cAP/TTD
MEKI NAWIPA

dengan aslinya
HUKUM,

G, SH., M.H.
t2too2

Salinan Keputusan ini d oaikan keoada Yth
l. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Nabire;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masingyang bersangkutan.



a. Penga-rah

b. PenangtrSungjawab

c. Ketua
d. Sekretaris

e. Anggota

TAt, p

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1OO.3.3.1/ 67 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI TEI.ITANG PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

[. Gubernur Papua Tengah
2. Wakil Gubemur Papua Tengah
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
Tengah
Kepala Biro Hukum Setda
Kabag Perundang-undangan Provinsi
pada Biro Hukum Setda
1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan,

Hukum dan Politik
2. Asisten Pemerintahan dan

Ke sejahteraan Ralyat
3. Kasubbag Penyusunan Produk

Hukum Pengaturan Perdasi dan
Perdasus

4. Kasubbag Penyusunan Produk
Hukum Penetapan

5. Kasubbag Dokumentasi Produk
Hukum dern Naskah Hukum L€.innya

6. Tenaga Perancang
7. Staf Biro Hukum

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

MEKI NAWIPA
engan aslinya

HUKU

NG, SH., M.H.
2002121002


